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ABSTRAK

ZAKIROTUL KHASANAH. Analisis Peran Aktor Dalam Perumusan
Pembangunan Monumen Al-Qur’an Kabupaten Pekalongan.

Kebijakan Publik merupakan kekuasaan pemerintah untuk menjalankan
wewenangnya terhadap masyarakat umum. Kebijakan ini berjalan berdasarkan
kepentingan umum guna mengatur kehidupan publik. Penelitian ini memiliki tujuan
untuk mengetahui aktor, proses serta tujuan dari perumusan pembangunan
monumen al-qur’an di kabupaten pekalongan.

Penelitian ini merupakan jenispenelitian studi lapangan yang menggunakan
pendekatan kualitatif deskriptif. Data yang digunakan berasal dari data primer
dimana data tersebut berasal dari unsur kepemerintahan dan non kepemerintahan
dan data sekunder yang.berasal dari studi pustaka dan kedinasan. Teknik
pengumpulan data yang.digunakan berupa wawancara, observasi dan dokumentasi
yang kemudian datatersebut diuji menggunakan teknik triangul asi data dan disusun
menggunakan metode analisa data dengan tahapan reduks data, display data dan
diakhiri dengan penarikan kesimpulan.

Hasil penéitian = menunjukan bahwa kebijakan publik mengenai
pembangunan monumen al-qur’an adalah agenda yang berada pada tahapan
program penataan kawasan alun-alun kabupaten pekalongan. Kebijakan ini
dirumuskan oleh duabelas aktor yang berasal dari unsur kepemerintahan tanpa
melibatkan pihak lain. Hingga tahun 2024, proses perumusan kebijakan ini hanya
melalui empat tahapan. Sedangkan tujuan pembangunan ini adal ah untuk membuat
Icon kabupaten sehinggamembentuk dayatarik wilayah yang kemudian berdampak
pada sektor perekonomian masyarakat.

Kata Kunci : Kebijakan Publik, Aktor, Proses Perumusan, Tujuan kebijakan
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ABSTRACT

ZAKIROTUL KHASANAH. Analysisof theRoleof Actorsin Formulating the
Development of the Al-Qur'an Monument in Pekalongan Regency.

Public Policy is the government's power to exercise its authority over the
genera public. This policy operates based on public intereststo regulate public life.
This research aims to determine the actors, processes and objectives of formulating
the construction of the Al-Qur'an monument in Pekalongan district.

This research is a type of field study research that uses a descriptive
qualitative approach. The data used comes{rom primary data where the data comes
from governmental and non-governmental elements and secondary data comes
from literature and officia studies. The data collection techniques used were
interviews, observation and documentation, then the data was tested using data
triangulation techniques and compiled using data analysis methods with stages of
data reduction, data display and ending with a conclusion.

The research results show that public policy regarding the construction of Al-
Qur'an monuments is an agenda that is at the stage of the Pekalongan Regency
sguare area planning program stage. This policy was formulated by twelve actors
from government elements without involving other parties. Until 2024, the policy
formulation process will only go through four stages. Meanwhile, the am of this
development is to create a district icon so as to create aregional attraction which
then has an impact on the community's economic sector.

Keywords: Public Palicy, Actors, Formulation Process, Policy Objectives
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TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman trandliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil
Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan
Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987.
Trandliteras tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang
belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke
dalam bahasa Indonesia sebagaimanaterlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus
Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garisbesar pedoman trandliterasi itu adalah
sebagal berikut.

1. Konsonan

Fonemkonsonan Bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab di
lambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan
dengan huruf dan sebagian di lambangkan dengan tanda ,dan sebagian lagi
dengan huruf dan tanda sekaligus.

Dibawah ini daftar huruf arab dan trangliterasinyadengan huruf Latin :

Huruf
Arad Nama Huruf Latin Keterangan
\ Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan
= Ba B Be
= Ta T Te
< Sa § es (dengan titik di atas)
z Jim J Je
d Ha h ha (dengan titik di bawah)
z Kha Kh kadan ha
2 Dal D De

XV



Za

zet (dengan titik di atas)

J Ra Er

J Zai Zet

2 Sin Es

B Syin esdanye
U= Sad es (dengan titik di bawah)
o= Dad de (dengan titik di bawah)
3% Ta te'(dengan titik di bawah)
L Za zet (dengan titik di bawah)
e Ain komaterbalik (di atas)
£ Gain Ge

s Fa Ef

3 Qaf Qi

4 Kaf Ka

J Lam El

e Mim Em

J Nun En

3 Wau We

) Ha Ha

& Hamzah Apostrof

& Ya Ye

XVi




2. Vokal

Voka Tunggal | Voka Rangkap | Vokal Panjang
‘ —a i =1
| =i Lf‘ = ai L;\ =1
f=u S=au =g

3. TaMarbutah

Ta marbutah hidup dilambangkan dengan /t/. €ontoh:

iassl e ditulis mar’atun jamilah
Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/. Contoh:
dabald ditulis fatimah

4. Syaddad (tasydid, geminasi)
Tandageminasi dilambangkan dengan huruf yang samadengan huruf yang

diberi syaddad tersebut. Contoh:
L) ditulis rabbana

A ditulis al-birr
5. Katasandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan
sesuai dengan bunyinya, yaitu /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf

yang langsung mengikuti kata sandang itu. Contoh:

i) ditulis asy-syamsu
Ja ditulis ar-rajulu
Bl ditulis as-sayyidah

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf gamariyah” ditransliterasikan

sesuai dengan bunyinya, yaitu /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan

dihubungkan dengan tanda sempang. Contoh:

XVii



) ditulis al-gamar
! ditulis al-badr’
) ditulis al-jalal
6. Huruf hamzah
Hamzah yang beradadi awal katatidak ditrandliterasikan. Akan tetapi, jika

hamzah tersebut berada di tengahskata atau di akhir kata, huruf hamzah itu
ditrandliterasikan dengan apostof /°/. Contoh:

<yl ditulis umirtu

o ditulis syai‘un
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BAB |
PENDAHULUAN
A.Latar Belakang

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan peraturan mengenai hak
otonomi daerah yang tertuang pada UU No 23 Tahun 2014 untuk diberikan
kepada para pemimpin daerah guna mengatur keperluan kepemerintahannya
sendiri. Pelaksanaan atas usaha dalam mengatur wilayah ini harus dilaksanakan
dengan tetap mengakui nilai supremasi dan kedaulatan negara (Sagala, 2016).
Peraturan ini dibuat atas dasar pemberian kebebasan kepada seluruh wilayah
untuk menangani daerahnya sesuai dengan peluang dan permasal ahan masing-
masing karena pada dasarnya setiap wilayah tentunya memiliki situasi dan
kondisi publik yang berbeda-beda. M aka disinilah kedudukan pemerintah sangat
dinilai penting untuk mengambil kebijakan atas permasalahan mana yang
sekiranya. harus.diselesaikan. Pengambilan keputusan. pada.tahap penentuan
agenda ini_biasa terjadi dalam siklus politik yang biasa disebut dengan tahap
agenda setting yang biasanya penentuannya disesuakan dengan urgensi yang
ada

Urgensi proses penetapan agenda terletak pada sentraitas penentuan
agenda itu sendiri. Bahwa nyatanya dalam pengambilan keputusan atas
penetapan agendaini tidak akan berlangsung tanpa peran dari para aktor politik
yang mampu memperhatikan berbagai isu yang diangkat dalam kebijakan publik
dan terlebih dahulu memahami proses penetapan agenda yang harus ditempuh

dalam pengambilan kebijakan publik. Sehingga dalam hal ini “Wajah kedua



kekuasaan” akan terlihat terhadap kemana perhatian aktor politik itu diarahkan.
Oleh karena itu, untuk memaksimalkan pengambilan kebijakan dan
menjadikannya lebih efektif, diperlukan pola komuniasi yang bersifat saling
membantu yang diimbangi dengan sikap kerja sama tanpa mementingkan
golongan tertentu (Mahmud, 2020). Proses penetapan agenda dari kompleksnya
permasal ahan tidak terlepas dari proses politik. Berbagai permasal ahan tersebut
nantinya akan dikaji dan salah satu dari permasal ahan yang ada akan ditetapkan
untuk sebagai agenda oleh para aktor yang terlibat pada proses formulasi
kebijakan. Seluruh aktor yang ada akan berupaya untuk membahas topik yang
dinilai urgent guna menarik perhatian masyarakat sehingga berdampak ke tahap
pengambilan keputusan. Tahap inipun biasanya tidak terlepas dari adanya
pengaruh dari @ktor-aktor pemilik kekuasaan.

Secara umum, suatu isu tidak bisa langsung dimasukkan ke dalam agenda
politik. Sebab jikaada orang atau kelompok tertentu yang.ingin memasukkan isu
tersebut, maka semua pihak yang menyusun agenda politik tersebut harus bisa
mengidentifikasi masalah yang dimaksud. Sekiranya apakah permasal ahan yang
dibahas adalah masalah utama atau hanya masalah kecil dari sebagian besar
masalah lain. Aktor yang mampu menjelaskan permasalahan secara rinci pasti
akan mempunyai keuntungan dalam perdebatan yang terjadi. Hal ini disebabkan
karena keputusan agenda akan diambil ketika masalah yang dikaji dapat
dipahami dan diterima oleh semua pihak yang ada. Hal ini menunjukkan fakta

bahwa pada tahap penentuan agenda politik pasti akan terdapat aktor yang



mendominasi serta mempunyai kekuasaan yang lebih daripada aktor yang lain
(Fauzi & Rostyaningsih, 2018).

Pada tahap formulasi kebijakan publik, khususnya di tahap penentuan
agenda, sikap aktor adalah kunci utama untuk mempengaruhi arah kebijakan
yang dihasilkan oleh aktor yang terlibat. Maka dengan ini, kaian tentang
keterlibatan aktor pada proses formulasi kebijakan publik dinilai penting karena
proses ini saling berhubungan dengan adanya orientasi dan keinginan dari
pihak-pihak yang berperan pada tahap formulasi kebijakan publik selaku yang
pihak yang memiliki kepentingan (Howlett et al., 1995).

Peran aktor pada formulasi kebijakan publik sangat penting untuk diteliti
terlebih untuk wilayah Kabupaten Pekalongan. Tahun 2021, Fadia Arafig, S.E.,
M.M resmi dinyatakan sebagai Bupati Kabupaten Pekalongan oleh Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan. Melaui kepemimpinanya, Pemkab
Pekalongan. memutuskan sektor infrastruktur, kesehatan dan pendidikan adalah
program_unggulan periode. ini (Kutnadi, 2021). Pada bidang pendidikan,
Pemerintah Kabupaten Pekalongan mel aksanakan program penyal uran bantuan
seragam gratis bagi murid SD dan SMP Negeri yang terdaftar sebagai siswa
kurang mampu. Selain itu, Pemerintah Kabupaten juga melaksanakan program
“Kudu Sekolah” dan dengan program ini Pemkab Pekalongan telah berhasil
mengembalikan 668 ATS ke sekolah (Toni, 2022).

Sedangkan untuk program unggulan dibidang kesehatan adalah Program
berobat gratis. Program ini disiasati guna menolong warga kabupaten yang

masih keberatan dalam melakukan pembayaran saat berobat. Melalui program



ini, mereka hanya cukup menunjukan KTP untuk tahap administrasinya dan
akan langsung mendapatkan penanganan. Selain duabidang diatas, Pemkab juga
memilki program unggulan pada bidang Infrastruktur. Diantaranya adalah
pengalih statusan jalan poros desa menjadi milik Pemkab Pekalongan dengan
total sebanyak 292 titik jalan. Hal ini dimaksudan agar Pemkab bisa
mempercepat perbaikan jalan menggunakan dana APBD (Khaeruddin, 2023).
Selain itu, Pemkab Pekal ongan pada era Fadia Arafiq juga tetap konsisten untuk
melanjutkan dan menyelesaikan program revitalisa pasar diantaranya adalah
pasar Kajen, pasar Kedungwuni, dan pasar Wiradesa. Kini ketiga bangunan
tersebut termasuk Pasar Wiradesa telah diresmikan dan sudah dapat digunakan
sebagaimana mestinya (Karya, 2023).

Kajian terhadap peran aktor dalam pembangunan Monumen Al-Qur'an di
Alun-Alun Kgen dipandang perlu berdasarkan pertimbangan sebagai berikut: 1)
M eski keberadaan Taman alun-alun Kaen dibutuhkan masyarakat untuk sarana
rekreasi, namun ini bukanleh kebutuhan primer. Pembangunannyapun tidak
menyel esalkan masalah lain yang lebih mendasar seperti permasal ahan kumuh,
gizi buruk, dan pengangguran. Bukankah keberhasilan kebijakan dinilai dari segi
kebermanfaatanya, demikian juga dengan keberadaan Monumen Al-Qur’an di
Alun-Alun Kajen apakah dapat dinikmati dan bermanfaat bagi seluruh warga
kabupaten pekalongan?, 2) Tidak konsistennya pemerintah kabupaten
pekalongan dalam menjalankan program pemerataan pembangunan dalam
lingkup tata ruang. 3) adanya berbagal masalah lain yang belum diselesaikan

oleh Pemkab Pekalongan seperti penanganan permukiman kumuh di Kecamatan



Wonokerto serta kegagalan penanganan air limbah akibat industri batik di
kecamatan Buaran yang menyebabkan adanya pencemaran air di lingungan
kabupaten pekalongan.

Penting untuk diketahui bersama bahwa citra suatu daerah ditentukan oleh
bagaimana daerah tersebut dibentuk oleh para pemimpinnya. Hal ini dapat
dilihat melalui kemanaarah pemerintah dari semua keputusan dan tindakan yang
diambilnya (Paramitaet al.,2017). Selainitu, nilai-nilai aktor yang terlibat pada
formulas kebijakan juga berpengaruh terhadap topik mana yang dikedepankan.
Jikadilihat dari yang ada, Pemerintah Kabupaten Pekalongan melalui kebijakan
yang dikembangkannya memilih memperbaiki penataan ruang di sekitar Alun-
Alun Kagen untuk menciptakan pusat keramaian. Hal ini didasari karena
meskipun kecamatan kajen dikenal sebaga pusat pemerintahan kabupaten
pekal ongan namun tingkat mobilitasnya masi h terkal ahkan ol eh keramaian yang
ada.di_kecamatan kedungwuni, buaran dan wiradesa.

Pembangunan Monumen ini tentunya sangat erat kaitannya dengan peran
dan nilai-nila pemerintah Kabupaten Pekalongan yang mempunyai vis
mewujudkan pemerataan pembangunan  di  Kabupaten Pekalongan.
Pembangunan ini dianggap mampu meningkatkan mobilitas daerah kajen serta
mampu dimanfaatkan oleh para UMKM sekaligus cara untuk menertibkan
keberadaan PKL khususnya pedagang di sekitar Kecamatan Kajen karena
dengan adanyalcon Monumen Al-Qur’an yang dapat menarik wisatawan (Agus,

2022).



Pemerintah Kabupaten Pekalongan dapat dikatakan mempunyai peranan
yang penting pada proses penetapanan agenda dan memutuskan permasalahan
mana yang nhantinya akan diagendakan. Meskipun tentu akan ada proses
negosias secara damiah yang terjadi pada saat proses pengambilan keputusan,
namun keputusan akhir tetap ada di tangan pengambil kebijakan. Pembangunan
Monumen ini tentu merujuk padavisi Kabupaten Pekalongan yang tertera di
RPIMD periode 2021-2026 bahwasanya Pemkab menginginkan adanya
pemerataan pembangunan di - wilayah kabupaten Pekalongan (RPIMD
Kabupaten Pekalongan, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa fokus pemerintah
kabupaten adalah menyusun atau menata tata ruang seluruh kecamatan di
Kabupaten Pekalongan dengan mempertimbangkan keadaan lingkungan sekitar.
Hal ini sebenarnya cukup dilematis karena Kabupaten Pekalongan masih
memiliki banyak persoalan lingkungan hidup yang perlu mendapat perhatian
lebih.dari_pemerintah kabupaten. Tetapi dari berbagai. pemberitaan. media yang
ada menunjukan bahwa perhatian Pemkab Pekalongan terfokuskan pada
pembangunan ruang publik seperti revitaslias pasar, Pengadaan IPAL, dan
pembangunan tanggul namun secaramedia pembangunan Monumen Al-Qur’an
di taman Alun-Alun Kgjen lebih mendapatkan sorotan.

Kagjian yang dilakukan Y ulieth-Rafael menunjukan fakta bahwa penetapan
agenda untuk tetap melanjutkan revitalisasi pasar kaen telah menyebabkan
hadirnya masal ah baru diantaranya adal ah ketidak efektifan aktivitas jual beli di
pasar kgjen karena proses pembangunannya yang lebih lambat satu tahun dari

sebelumnya (Y ulieth-Rafael, 2020). Selain itu terdapat pula kajian penelitian



mengenai pel aksanaan atas peraturan pengelolaan air limbah padaindustri batik
di Samorejo Pekal ongan menunjukan fakta bahwasanya masih terdapat berbagai
permasalahan atas penergpan kebijakan yang ada. Diantaranya adalah
pembinaan dan pengawasan oleh Perkim Kabupaten dan Dinas LH yang dinilai
kurang. Pihak terkait tidak mampu memberikan sanksi yang tegas atas
pelanggaran kebijakan yang ada, dan. adanya ketidak konsistennya komunikasi
antara pemerintah dengan pemangku kepentingan industri batik (Haniza et al.,
2022). Sedangkan pada penelitian mengena -Perencanaan tata ruang di
Kecamatan Buaran yang berfokus pada pembangunan infrastruktur
berkelanjutanpun  juga menghadapi tantangan. Bahwasanya dalam
pembangunan infrastruktur di Simbang Kulon berjalan paralel dengan industri
batik sehingga menciptakan kondisi perumahan yang tidak sejalan dengan
prinsip pembangunan berkelanjutan. Hal ini disebabkan oleh pengaruh industri
batik.yang berdampak terhadap lingkungan dan tata ruang wilayah Kabupaten
Pekalongan melalui terbentuknya kawasan kumuh (Zakariaet a., 2023).

Meski media berita yang ada mengabarkan bahwa Pemerintah Kabupaten
Pekalongan berhasil ‘mendapatkan penghargaan atas keberhasilan program
pembangunan daerah di Musrembang Jawa Tengah pada tahun 2023
(Prokompin, 2022). Namun, dibalik kesuksesannya, masih ada sgjumlah
masalah yang luput dari perhatian. Selain itu masih cacatnya program
pembangunan di bidang infrastruktur seperti yang telah dijelaskan diatas serta
sebenarnya masi h ada permasal ahan lain yang harusnya segera disel esaikan oleh

Pemkab dimana diantaranya adalah masalah pada bidang kesehatan.



Menurut fakta informasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan,
pada tahun 2022 terdapat 996 kasus stunting dan 51 kasus gizi buruk padatahun
2022 dibandingkan tahun lalu yang hanya 36 kasus (Pekalongan, 2022). Selain
itu, terdapat pula permasalahan lain seperti munculnya permukiman kumuh di
beberapa wilayah Pekalongan. Berdasarkan data, luas permukiman kumuh di
Kabupaten Pekalongan mencapai 344,21 hektare. Sebagian besar permukiman
kumuh sebesar ini terletak dii wilayah pesisir Kabupaten Pekaongan.
Diantaranya adalah wonokerto,tirto dan Siwalan.(Ahmad, 2023). Terbentuknya
permukiman kumuh ini disebabkan karena rumah-rumah mereka terendam
sehingga masyarakat terpaksa membangun rumah di sepanjang aliran sungai.
Hal ini menyebabkan munculnya permukiman kumuh dan berdampak pada
keti daksesuai an struktur tata ruang pemukiman di K abupaten Pekal ongan. Tentu
sgja hal ini bertentangan dengan visi pemerintah Kabupaten Pekalongan yang
menginginkan.penataan ruang dan pemerataan pembangunan. di seluruh
Kabupaten Pekal ongan.

Seluruh persoalan diatas seolah teralihkan oleh agenda pembangunan
Monumen al-Quran. Hal ini menjadi bukti bahwa aktor-aktor berpengaruh telah
memainkan peranannya dalam proses penetapan agenda, sehingga meskipun
jelas masih ada permasalahan yang harus diselesaikan di bidang lain,
pembangunan terus berlanjut. Selain perannya yang besar dan dominan, kitajuga
bisa melihat bahwa arah pemerintah Kabupaten Pekalongan yang lebih
memperhatikan permasalahan pembangunan infrastruktur fisik daripada yang

lainnya.



Lalu apa sebenarnya tujuan dibangunnya Monumen ini? Meski
keberadaannya tidak bisa langsung dilihat atau dimanfaatkan warga dan bukan
merupakan kebutuhan primer, namun pemerintah tetap melanjutkan proses
pembangunannya.  Kritik terhadap proses pembangunan Monumen
diminimalkan, bahkan masyarakat pun tampaknyatidak terlalu sadar akan upaya
pemerintah. Hal ini menarik untuk.diteliti mengenai posisi dukungan masyarakat
terhadap pembangunan M onumen, bagaimana proses perumusan kebijakannya
serta sebenarnya siapa aktor yang terlibat pada tahap agenda setting sehingga
pembangunan Monumen Al-Qur’an terus ada dan akhirnya mampu menciptakan
pemahaman yang positif bagi warga kabupaten pekalongan dan melupakan
permasal ahan disektor lain.

. Rumusan M asalah

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat diambil beberapa rumusan
masal ah. sebagai_berikut:

1. Bagaimana peran aktor yang terlibat pada proses perumusan pembangunan
Monumen Al-Qur’an Kabupaten Pekalongan?

2. Bagamana proses perumusan pembangunan Monumen Al-Qur’an
Kabupaten Peka ongan?

3. Bagamana tujuan dari pembangunan Monumen Al-Qur’an Kabupaten

Pekalongan?
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C. Tujuan Pendlitian
1. Tujuan
a. Mengetahui peran aktor yang terlibat dalam proses perumusan
pembangunan Monumen Al-Qur’an Kabupaten Pekalongan
b. Mengetahui proses perumusan pembangunan Monumen Al-Qur’an
Kabupaten Pekalongan
c. Mengetahui tujuan dari pembangunan Monumen Al-Qur’an Kabupaten
Pekalongan
2. Manfaat
Berikut beberapa manfaat dari adanya penélitianini :
a Manfaat Akademis
Penetilian ini diharapkan mampu memberikan informas sekaligus
dapat menjadi bahan acuan untuk peneliti berikutnya serta bisa menjadi
bahan_perbandingan proses perumusan kebijakan. publik.. pada suatu
daerah.
b. Manfaat praktis
i. Bagi pendliti
Penelitian ini diharagpkan mampu digunakan untuk menambah
ilmu pengetahuan terhadap disiplin ilmu yang telah dipelgari
sebelumnya terutama pada mata kuliah ekonomi pembangunan.
ii. Bagi mahasiswa
Penelitian ini diharapkan mampu memberi manfaat untuk

mahasiswa/mahasiswi khususnya bagi mereka yang berkonsesntrasi
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ekonomi pembangunan karena memberikan informasi mengenai proses
perumusan kebijakan publik sekaligus keterlibatan aktor dalam
prosesnya.
iii. Bagi Masyarakat
Penelitian ini diharapkan bisa memberi manfaat untuk
masyarakat umum khususnya generass muda karena memberikan
informasi mengenal proses perumusan kebijakan publik sekaligus
keterlibatan.aktor dalam proses perumusannya sehingga dapat dijadian
sebagai’ motivas  untuk berperan aktif' dalam membangun sebuah
wilayah.
D. Sistematika Pembahasan
BAB | PENDAHULUAN
Bab ini memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat
kajian, serta sistematika pembahasan.
BAB || LANDASAN TEORI
Bab ini memberikan gambaran tentang pengertian kebijakan publik, proses
perumusan kebijakan publik, dan teori yang digunakan pada tahap perumusan
kebijakan publik. Selain itu, terdapal pula tinjauan pustaka oleh peneliti
sebelumnya sebagai bahan perbandingan bagi
BAB |1l METODE PENELITIAN
Bab ini beris gambaran umum mengenai proses penelitian yang
dilakukan. Bab ini membahas berbagai topik seperti jenis, pendekatan, setting,

subjek, sampel dari penelitian yang dilakukan serta terdapat pula gambaran
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mengenai kejelasan dari sumber data, teknik pengumpulan data, teknik validas
data, dan metode analisis data
BAB IV ANALISISDAN PEMBAHASAN

Bab ini beris tentang hasil dari penelitian yang dilakukan. Seluruh
pembahasan dirinci dengan menggunakan data yang dikumpulkan dari observasi
lapangan, wawancara, dan dokumentasi.
BAB V PENUTUP

Bab ini memberikan informasi mengena kesimpulan dari temuan
penelitian. Tahap ini merupakan tahap akhir darikeseluruhan proses dan juga
merupakan tempat masuknya saran dan rekomendas dari para penditi, yang
kemungkinan besar dapat digunakan sebagai masukman, dan juga

mempertimbangkan keterbatasan serta kel emahan penélitian yang dil akukukan.



BAB |11
METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian

Jenis pendlitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian
lapangan. Secara makna penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan
untuk mencari informasi atas peristiwa yang terjadi pada lingkungan alamiah
(Mulyana, 2006). Sehinggauntuk mempermudah penelitianya maka data primer
yang digunakan adal ah data yang berasal |angsung dari |apangan untuk menjaga
orisinaditas data yang sesuai dengan peristiwva di dilokas penelitian. Maka
dengan ini, peneliti akan melakukan penelitian lapangan dengan studi kasus
pembangunan Monumen Al-Qur’an di Taman Alun-Alun Kaen Kabupaten
Pekalongan.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti terhadap penelitian ini
adalah pendekatan penelitian kualitatif-deskrips yakni penelitian yang
menjelaskan suatu objek, peristiwa, atau setting sosia yang nantinya akan
dijelaskan dengan bentuk tulisan yang bersifat deskriptif (Anggito & Setiawan,
2018). Maka penditian kali ini akan mencoba mengindentifikasi fenomena
proses perumusan kebijakan pembangunan Monumen Al-Quran di Taman Alun-
Alun Kagen. Untuk mempermudah peneliti dalam mendeskripsikan objeknya
maka pendlitian kali ini akan membutuhkan informan yang berperan sebagai

subjek penelitian.

25
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C. Setting Penelitian
Penelitian ini akan dilaksanakan di Kecamatan Kagen Kabupaten
Pekalongan.
D. Subjek Penelitian dan Sampel
Subjek penelitian adalah pemerintah kabupaten pekalongan, masyarakat
umum dan PKL di sekitar alun-alun Kajen.
E. Sumber Data
1. Data Primer
Merupakan data yang didapatkan peneliti dari seluruh informan
penelitian, baik berupa perseorangan/kelompok (lembaga) yang dikumpulkan
langsung oleh pendliti dari sumber utama . Data ini akan didapatkan dengan
mel akukan wawancara kepada seluruh narasumber yang berperan menjadi
subjek pendlitian. Berikut daftar narasumber pada penelitian ini :
a.. Wakil DPRD Kab. Pekalongan
b. Asisten 2 Bupati Kabupaten Pekalongan Bidang 'Perekonomian dan
Pembangunan
c. Kepala Bidang Ekonomi Insfrastruktur BAPPEDA LITBANG Kab.
Pekalongan
d. Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
e. Pedagang bakso kuah di Alun-Alun Kgen

f. Pedagang kaki lima snack dan esdi Alun-Alun Kajen
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2. Data Sekunder
Adalah datayang tidak didapatkan secaralangsung oleh penulismelalui
wawancara melainkan data ini sifatnya sudah ada sebelumnya sehingga
peneliti hanya bertugas untuk mencari dan menyatukan data tersebut sesuai
dengan kebutuhan penelitian. Data ini akan didapatkan oleh penéliti di
tempat kumpulan informasi seperti perpustakaan kabupaten pekalongan,
perkantoran, serta kedinasan guna menyempurnakan data primer yang
sebelumnya.
F. Teknik Pengumpulan Data
1. Wawancarna
Adalah teknik pencarian data melalui cara berdialog secara langsung
serta bersifat in depth interview. Kegiatan ini adalah proses diskus ringan
yang dilakukan oleh peneliti terhadap objek penelitian bersama dengan
seluruh_informan untuk mendapakan informasi, dan. gambaran peristiwa
sesua_dengan keadaan yang terjadi.
2. Dokumentas
Peneliti mengumpulkan data berupa foto yang diambil melalui
pemotretan. Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data seperti arsip
undangan, buku-buku, surat kabar, serta bukti lain yang masih berhubungan
dengan penelitian ini sebagai bukti nyata atas peristiwa yang sedang diteliti.
Alat yang dapat digunakan dalam hal ini adalah Smartphone atau kamera

untuk mempermudah proses dokumentasi yang dilakukan. Kemudian hasil
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dari dokumentasi ini dijadikan sebagal data sekunder untuk menyempurnakan

data primer.

G. Teknis Keabsahan Data

Penelitian ini menggunakan teknis triangulasi sebagai cara untuk menguji
keabsahan data yang didapatkan. Jenis triangulasi yang digunakan adalah
triangulasi data. Maka dengan inipeneliti akan mendapatkan data dari kegiatan
wawancarayang dilakukan padaberbagal sumber yang berbeda dimananantinya
akan digabungkan untuk mendapatkan gambaran fakta atas peristiwa ynag
sedang diteliti. Dataini berasal dari berbagai sumber yang berbedatermasuk data
verba seperti wawancara, diskusi, ataupun data visual seperti foto dan video.

Hal ini sesual dengan setting penelitian ynag telah dibuat bahwasanya peneliti

telah menentukan beberapa informan dimana pada pelaksanaanya akan

diwawancaral | dengan pertanyaan dan topik yang sama. Dari seluruh hasil
wawancara. dikorelasikan dengan data sekunder untuk.menguji kevalidan
sehingga ditemukan datayang nyata.

H.Metode Analisis Data

Secara singkat tata cara analisa dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Reduksi Data, dari data yang didapkan akan dilakukan pemilihan dan
pemusatan perhatian yang disesuaikan dengan fenomena yang sedang dikaji.
Seluruh data baik catatakan kasar, foto, arsip dan lain-lain akan dipilah sesuai
dengan kebutuhan.

2. Pengujian Data, dari data yang didapatkan akan ditampilkan secara tertulis

berdasarkan fakta aktual yang saling berhubungan. Hal ini dimaksudkan
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untuk memberikan pemahaman atas peristiwva yang sebenarnya terjadi
terhadap fenomena yang sedang diteliti.

3. Menarik Kesimpulan Verifikasi, dari seluruh data yang ada akan ditarik
kesimpulan untuk memahami makna serta arti dari pola dan alur serta sebab

akibat yang terjadi terhadap fenomena yang sedang diteliti.



BAB IV
ANALISISDATA DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum Lokas Penelitian
1. Kondisi Geografis

Kabupaten Pekal ongan merupakan salah satu dari 35 kabupaten/kota di
Provins Jawa Tengah yang: berada di daerah pantura bagian barat,
memanjang ke arah selatan dengan Kecamatan Kaen sebagal ibu pusat
kepemerintahan. Kabupaten ini berbatasan dengan Laut Jawa dan Kota
Pekalongan di utara, Kabupaten Batang di timur, Kabupaten Banjarnegara di
selatan, serta Kabupaten Pemalang di barat.

Secara administrasi Kabupaten Pekalongan terdiri atas 19 kecamatan,
yang dibagi lagi atas sejumlah 272 desa dan 13 kelurahan dengan pusat
pemerintahannya berada di Kecamatan Kaen yang menggantikan Pusat
Pemerintahan. Kabupaten Pekalongan yang dahulunya. berlokas di Jl.
Nusantara Nomor 1 Kota Pekalongan. Perpindahan pusat kepemerintahan
Kabupaten Pekalongan ke Kajen, dilaksanakan pada tanggal 25 Agustus
2001, walaupun SK mendagri sudah diterbitkan pada tahun 1996. Hal ini
terkait dengan pembangunan sarana dan prasarana fasilitas pemerintah di
Kecamatan Kgjen yang dilaksanakan secara bertahap.

2. Vis Misi Kabupaten Pekalongan
a Vis
Terwujudnya M asyarakat Kabupaten Pekalongan Y ang Sejahtera,

Adil, Merata (Setara) dan Berbudaya Gotong Royong”
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b. Misi

Vi.

Vil.

viil.

Xi.

Membangun masyarakat Kabupaten Pekalongan yang Nasionais

Religius.

. Menciptakan pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan inovatif.

i. Menyediakan infrastruktur publik yang merata.

Meningkatkan pelayanan ‘kesehatan dasar yang berkualitas dan
terjangkaul.

Menyediakan pendidikan dan meningkatkan mutu layanan serta mutu
pendidikan yang memiliki daya saing.

M enumbuhkembangkan UMKM sebaga basis perekonomian rakyat.
Menciptakan dunia usaha dan investass yang adil untuk mengatasi
pengangguran.

Mengembangkan potensi wisata secara s&rius menuju peningkatan
ekonomi rakyat.

Menyediakan kebutuhan petani, dan nelayan yang memadai serta
menyediakan peluang pasar yang luas.

Memperkokoh kerukunan hidup beragama, bergotong royong dan
berbudi pekerti.

Mengembangkan potensi kepemudaan, seni budaya dan olahraga



3. Struktur Kepemerintahan
Struktur Kepemerintahan Kabupaten Pekal ongan terdiri dari:
a. SEKRETARIAT DAERAH (SETDA), Terdiri Dari :
i. Asisten Pemerintahan dan K esgjahteraan Rakyat
a) Bagian Tata Pemerintahan
b) Bagian KesgjahteraanRakyat
c) Bagian Hukum
ii. Asisten Perekonomian dan Pembangunan
a) Bagian Perekonomian;
b) Bagian Administrasi Pembangunan;
c) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.
iii. Asisten Administras
a) Bagian Umum;
b) Bagian Organisasi;
c) Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan.
b. STAF AHLI
i. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
ii. Staf Ahli Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan,
iii. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumberdaya Manusia.
c. SEKRETARIAT DPRD (SETWAN)
d. INSPEKTORAT DAERAH
e. DINAS DAERAH, terdiri dari :

i. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;(DINDIKBUD)



Vi.

Vil.

viil.

Xi.

Xii.

Xiil.

Xiv.

XV.

XVi.

XVil.

XViii.

XiX.
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. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; (DPU TARU)

iii. Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman dan

Lingkungan Hidup; (DINAS PERKIM DAN LH)

Dinas Kesehatan;(DINKES)

Dinas Sosia;(DINSOS)

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa;(DINAS PMD)

Dinas K ependudukan dan Pencatatan Sipil; (DINDUK CAPIL)

Dinas Perindustrian dan Perdagangan;(DINPERINDAG)

Dinas Kelautan Dan Perikanan;(DINLUTKAN)

Dinas Perhubungan;(DINHUB)

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;(DKPP)

Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata, (DI NPORAPAR)
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;(DPMPTSP)
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;(DINAS ARPUS)

Dinas Komuntkasi dan Informati ka;(DINKOMINFO)

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam K ebakaran; (SATPOL PP DAN
DAMKAR)

Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak dan
Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana; (DINAS P3A DAN
PPKB)

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah dan Tenaga Kerja;

(DINKOPUKM DAN NAKER)



f.BADAN DAERAH, terdiri dari :
i. Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya

Manusia; (BKPSDM)

ii. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Dan

Pengembangan; (BAPPEDA LITBANG)

iii. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah; (BPKD)
iv. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. (BAKESBANGPOL)
4. Gambaran Umum Kawasan Alun-alun Kabupaten Pekalongan

Pada awal tahun 2024, pemerintah kabupaten pekal ongan melakukan
peresmian atas penataan kawasan aun-alun kajen dengan dipimpin langsung
oleh Ibu Bupati Fadia Arafiq beserta Asisten dan Staff Ahli Bupati, Para
Kepala OPD, Direktur RSUD Kajen, Kesesi, dan Kraton, Para Kepala Bagian
di Kantor Setda Kabupaten Pekalongan, Para Camat dari 19 Kecamatan,
Rimpinan.Cabang Bank Jateng, Persatuan Wartawan. lndonesia (PWI)
Kabupaten Pekalongan, serta masyarakat yang turut hadir di Kawasan Alun-
Alun Kgen.

Penataan kawasan alun-aun ini- dimufai sgjak tahun 2022 dimana
pel aksanaannya melalui beberapa tahapan. Penataan tahap pertama (Tahun
2022) mencakup pekerjaan seperti drainase lapangan, pedestrian Selatan,
gapura, Monumen Al-Quran, dan air mancur dengan total anggaran yang
telah digunakan adalah sebesar 6,8 miliar. Pembangunan tahap | ini
merupakan bagian inti dari program penataan kawasan alun-alun sehingga

pembangunan inilah yang terlebih dahulu diselesaikan. Sedangkan penataan
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tahap 2 dilaksanakan para tahun 2023 yang mencakup pembangunan akses
taman bunga, grassblock, playground, taman bunga, lapangan futsal, dan
tower air besertajaringannya dengan total anggaran sebesar 4 miliar. Seluruh
penggunaan dana ini bersumber dari anggaran APBD tahun 2022 dan 2023
dengan luas penataan kawasan sekitar 4,7 hektar.
Sesuai dengan pernyataan Bapak Hasbi selaku pegawa Dinas DPU
Taru, kini semenjak peresmian yang telah dilakukan oleh pemkab, posisi
kawasan aun-alun masih pada tahap pemeliharaan hingga tanggal 4
Desember 2024. Sehingga dengan demikian seluruh masyarakat yang
berkunjung bahkan pedagangg kaki lima yang berada disekitar kawasan
diharuskan untuk bersama-sama menjaga kebersthan dan ketertiban untuk
pemeliharaan.
B. Data L apangan
Penetapan.agenda pembangunan Monumen Al-Quran. merupakan bagian
dari pelaksanaan program penataan kawasan aun-alun Kabupaten Pekalongan
dimana program ini-memiliki ciri sebagal berikut :
1. Kebijakan publik Tahir bukan dart tuntutan massa
Berikut hasil wawancara dari beberapa informan yang telah dipilih
peneliti yaitu sebagai berikut :
Jawaban dari Informan Kepala Bidang Ekonomi dan Infrastruktur
BAPPEDA LITBANG Kabupaten Pekal ongan:
“Pada saat rapat penetapan agenda ini dipimpin langsung oleh lbu
Bupati dan beliau juga yang memberikan ide akan pembangunan ini.

Seingat saya saat rapat tidak ada Perangkat Daerah yang menyanggah
akan ide tersebut. Karena pada saat itu kita semua sepakat bahwa
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Kabupaten Pekalongan harus memiliki Icon ciri khas” (Hariyanto,
2024).

Adapun jawaban Informan Asisten 2 Bupati Pekalongan Bidang
Perekonomian dan Pembangunan :

“Untuk proses penetapan program ini diawali dengan ide gagasan yang
muncul dari Ibu Bupati Pekalongan masa jabatan 20220-2026. Beliau
menginginkan kabupaten pekalongan harus adaicon yang menjadi ciri
khas dari wilayah ini. Makakami mengadakan rapat Internal Setdadan
Bupati untuk menentukan perangkat daerah yang akan terlibat
diantaranya adalah DPU TARU, LH, Kementrian Agama, Dinas
Pariwisata, Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi, Dinas Perhubungan
dan tentunyaada badan BAPPEDA LITBANG juga” (Kuncoro, 2024).

Adapun jawaban Informan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang:

“Pembangunan Monumen Al-Qur’an adalah ide yang diberikan
langsung oleh lbu. Pada rapat kala itu ada banyak perangkat daerah
yang digjak diskus dan kami adalah Badan yang ditugaskan sebagai
penanngung jawab atas pembangunan terutama yang berhubungan
dengan teknis dilapangannya” (Asidiqg, 2024)

Sedangkan jawaban informan dari unsur non-pemerintah sebagai berikut :

“Saya.sudah berjualan disini hampir tujuh tahun lebih. Tapi saya tidak
pernah digjak dalam proses diskusi-diskusi pemerintahan. Sayakiraitu
tugas mereka yang punya jabatan.dan kalau misal pun saya digjak rapat
ya saya tidak paham sama sekali mba sanah. Disni kami saya hanya
merasa senang karena dengan adanya monumen sekarang disini ramal
pegunjung” (Rini, 2024).

Adapun jawaban dari informan selanjutnya :

“Pedagang disini tidak mengetahui soal adanya rencana pembuatan al-
guran itu mba, kami juga kaget. Tapi meskipun begitu saya tetap
bersyukur karena dengan adanya orang-orang proyek itu bisa
menambah jumlah pelanggan saya mba” (Arum, 2024).
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2. Masyar akat terbagi menjadi dua golongan
Berikut beberapa jawaban yang diberikan oleh infroman terkait dengan
proses perumusan pembangunan Monumen Al-Qur’an di kawasan alun-alun
Kajen Kabuparen Pekalongan yaitu sebagai berikut :
Jawaban dari infroman Bapak Wahyu Kuncoro :

“Rapat perdana dilakukan pada bulan juli tahun 2021. Alur proses
perumusan kebijakan sudah kami lakukan sebagaimana seharusnya
dengan diawali pembuatan Masterlpane Pembangunan kemudian
ditindaklanjuti dangan pembuatan DED serta didiskusikan lebih lanjut
dalam rapat,FGD bersama seluruh perangkat daerah dan pihak terkait”
(Kuncorg,; 2024).

Adapun jawaban dari informan Bapak Widi Haryanto:

“Hal yang menjadi bahan pertimbangann saat proses penetapan agenda
ini adalah program pemerataan pembangunan yang tertuang di RPIMD
2020-2026 yang dimaksudkan untuk meningkatkan perekonomian
diseluruh wilayah kabupaten. Penataan kawasan alun-alun ini adalah
langkah awal yang akan meningkatkan mobilitas diwilayah kabupaten
khususnya sisi selatan dan dengan ini maka akan berdampak pada sis
perekonomian yang salah satunya adalah pendapatan pedagang kaki
lima disekitar lokasi. Yang perlu saya sampaikan. bahwa dari setiap
pembanguna yang dilakukan oleh pemerintah selalu ada hubungannya
dengan perekonomian sebagai - usaha kami untuk menciptakan
kesejahteraan masyarakat semua” (Haryanto, 2024).

Adapun jawaban informan Bapak Hasbi Asidiq :

“Ini adalah program besar karen berkaitan dengan Icon wilayah kita
yang tentunya akan berdampak ke banyak sekior. Sehingga kemarin
kami melakukan rapat penetapan program ini cukup lama sekitar
hampir 3-4 bulan dimana setiap bulannya minimal 2-3 kali pertemuan.
Setiap rapat, seluruh perangkat daerah harus memandang dari sisi tugas
dan kewwajibannya masing-masing. Sebagai contoh saya di DPU taru
maka saya dan kawan-kawanlah yang memikirkan teknisnya” (Asidiq,
2024).
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Sedangkan berikut jawaban dari Informan dari unsur Non-Pemerimtahan :

“Awalnya saya kaget mengapa dialun-alun dibangun seperti sekarang.
Seingat saya proses pembangunnya berjalan dari 2 tahun lalu mba dan
semenjak saat itu pula disni menjadi tidak banyak acara besar karen
lapangan di dalem semakin sempit padahal dulu disini hampir setahun
duakali selalu ada acara konser-konser gitu. Tapi meskipun demikian,
kami dari PKL tidak ada yang mau komplen atas pembangunan ini
karena ya dengan kami tetap bisa dan diperbolehkan untu tetap
berdagang disekitar sini saja itu sudah cukup mba sanah”(Rini, 2024).

Adapun jawaban infoman selanjutnya.:

“Seingat saya lapangan disini mulai ditutup pager proyek itu dari bulan
juli 2022. Saat proses pembangunan itu-alhamdulilah kami pedagang
disini tidak diusir namun ada beberapa yang dibagian depan sana
memang tidak boleh digunakan dagang untuk. sementara. Sebenarnya
pemerintah mahu bangun apa sgja terserah yang penting kami yang
mencari nafkah disini jangan diusir’(Arum, 2024).

3. Kebijakan Publik menggambarkan nilai elit
Berikut hasil wawancara dari beberapa Unit Perangkat Daerah terkait
dengan tujuandari pembangunan monumen al-qur’an kabupaten pekalongan:
Jawaban dari informan Bapak Widi Haryanto:

“Saat rapat dalam penetapan agenda, bahwa pembangunan monumen
Al-Qur’an di kawasan alun-alun Kajen ini telah kami sepakati bersama
dengan perangkat daerah yang lain bahwa ini adalah sebagal cara kami
selaku pemangku kebijakan untuk menciptakan icon sebagai ciri khas
kabupaten pekal ongan yang dikenal sebagai kotasantri sebagai langkah
awa untuk pemeraiaan pembangunan untuk percepatan pertumbuhan
perekonomian wilayah” (Haryanto, 2024).

Adapun jawaban informan Bapak Wahyu Kuncoro :

“Kami para pemangku kebijakan sebenarnya mempunyai hak untuk
membuat program kerja apapun untuk masyarakatnya dan penataan
kawasan aun-alun ini merupakan program yang telah kami sepakati
dari tahun 2021. Pembangunan monumen a-quran yang sempat dinilai
tidak penting dan terkesan menghambur-hamburkan dana APBD ini
sebenarnya menurut kami ini adalah program yang bagus dengan
jangka panjang yang sangat menjamin. Hal ini disebabkan tujuan dari
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pembangunan monumen ini adalah menciptakan icon kabupaten

pekal ongan yang darisinilah nantinya akan berdampak ke banyak sektor

mulal dari pariwisata, pedagang kaki lima, pendapatan masyarakat,

tingkat mobilitas dan sebagainya” (Kuncoro, 2024)

Adapun jawaban informan Bapak M. Hasbi Asidiq :

“Kabupaten Pekalongan sangat membutuhkan daya tarik wilayah agar

daearah kita ini mudah dikenal dimasyarakat luas seperti halnya mba

sanah menyebut semarang dengan kota tuanya, purwokerto dengan
menara menyalanya begitupun kabupaten pekalongan yang ingin

dikenal dengan monumen a-qui’annya” (Asidiq, 2024).

Ketiga informan diatas adalah para pemangku kebijakan yang telah
menetapkan program pembangunan monumen. al-quran dengan tujuan
sebagaimana informan sampaikan seperti diatas. Namun ketika penéliti
mel anjutkan wawancara dengan unsur non-pemerinteh sebagal unsur yang
terkena dampak atas adanya pembangunan menjawab sebagal berikut :
Jawaban dari Informan Pedagang Kaki Limalbu Rini :

“Saya tidak tahu mengapa pemerintah membangun al-quran ditengah-

tengah. lapangan sini namun semenjak adanyabangunan.yang mirip al-

gquran tersebut  banyak pengunjung yang Dberdatangan untuk

mengunjungi alun-alun” (Rini, 2024).

Jawaban dari Informan selanjutnya :

“Yang saya rasakan, sekarang sudah banyak masyarakat yang

berdagang disini tidak seperti dahulu yang sangat sepi. Mereka dari

wiradesa, kedungwuni, bojong banyak yang membuka usahanyadisini.

Yasaya jadi banyak saingannya tapi meskipun demikian alhamdulilah

pendapatan tiap harinya tetap bisa untuk mencukupi kehidupan

keluarga kami”(Arum, 2024).

C. Aktor Proses Perumusan Pembangunan Monumen Al-Qur’an
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh pendliti bahwa
hadirnya gagasan pembangunan monumen al-qur’an lahir dari ide Bupati Fadia

Arafiq yang kemudian dari hal itu menjadi tombak awal atas pelaksanaan
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pembangunan penataan kawasan aun-alun kaen.  Pembangunan Icon
Kabupaten yang telah menghabiskan miliaran dana APBD dilaksanakan dengan
persiapan yang cukup panjang yaitu sekitar hampir satu tahun persiagpan. Hal ini
sesuai dengan apa yang disampaikan oleh salah satu pihak perangkat daerah
BAPPEDA LITBANG dimana bulan juli tahun 2021 sampai juli 2022 adalah
waktu yang digunakan ol eh pemerintah untuk mematangkan konsep yang dibuat.
Penetapan perangkat daerah yang terlibat hadir berdasarkan keputusan
dari Asisten Bupati Bidang Perekonomian dan Pembangunan dimana perangkat
daerah yang terlibat dalam proses perumusan pembangunan monumen a-qur’an
adal ah sebegitu berikut :
1. Bupati
Posis beliau yang menjadi nomor satu se kabupaten pekalongan
sekaligus pemilik ide awal atas program ini menjadi peran penting dalam
proses. diskusi._dan penetapan agenda yang dilakukan. selama satu tahun
persiapan berjalan.
2. Sekretariat Daerah K abupaten Pekalongan
Pada proses perumusan kebijakan, Instansi ini berperan dalam
pembuataan rencana anggaran yang akan digunakan untuk merealisasikan
pel aksanaan agenda pembangunan penataan kawasan alun-alun.
“Lembaga eksekutif yang ikut berperan dalam proses diskusi tentang

agendaini salah satunyatentu ada dari sekretariat daerah yang terfokus
untuk menentukan RAB dari agenda ini” (Sumarrosul, 2024)
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3. Asisten 2 Bupati Pekalongan Bidang Perekonomian dan Pembangunan

Posis beliau yang bertugas sebagai pembantu Bupati dalam
mel aksanakan kewajibannya menjadi sangat penting dalam penetapan agenda
kebijakan. Pembangunan monumen al-quran yang memiliki tujuan jangka
panjang sesuai dengan pernyataan dari Pak Wahyu selaku Asisten 2 Bupati
adalah ke sektor percepatan perekonomian kabupaten maka program ini
adal ah tugas penuh beliau dalam menindak| anjuti ide yang diberikan oleh [bu
Bupati Pekal ongan‘periode 2020-2026.

4. BAPPEDA LITBANG Kabupaten Pekalongan

Seluruh rencana pembangunan yang dilakukan ol eh lembaga eksekutif
selalu melibatkan peran dari instanss BAPPEDA LITBANG.

“Tentu kami terlibat dalam proses perumusan program ini karena hal

ini memang berhubungan dengan instansi kami mba sanah” (Haryanto,

2024).

BAPPEDA LITBANG adalah badan daerah yang memiliki. peran untuk
terlibat dalam membuat perencanaan atas pembangunan yang akan dilakukan
oleh seluruh lembaga eksekutif. Hal ini pula yang terjadi dengan proses
perumusan pembangunan monumen a-quran yang mulai dirancang dari
tahun 2021. Peran atas program ini Iebih ditugaskan kepada Bidang Ekonomi
Infrastruktur BAPPEDA LITBANG Kabupaten Pekalongan karena program
ini berhubungan dengan periha sektor perekonomian dan selama masa
diskusi persigpan program ini diikuti langsung oleh Kepala Bidang yaitu

Bapak Widi.
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“Selama rapat berlangsung kami hanya berpedoman dengan RTRW
serta RPIMD karena kedua hal itulah yang selalu menjadi patokan awal
kami dalam mendiskusikan sebuah program atau kebijakan”
5. DPRD Kabupaten Pekalongan
Saat penyusunan seluruh kebijakan publik, keterlibatan lembaga
legidlatif adalah suatu keharusan (Sumarrosul, 2024). Posist DPRD memiliki
hak untuk memberi izin atau tidaknnya atas suatu agenda yang direncanakan
oleh lembaga eksekutif..Namun hal yang paling menjadi tugas utama dari
DPRD dalam menanggapi sebuah perumusan. kebijakan publik ini adalah
terkait dengan penggunaan dana APBD. Pihak legislatif mempertimbangkan
dan mendiskusikan terkait RAB pembangunan penatean kawasan alun-alun
karena seluruh RAB ini bersumber dari APBD.
6. Dinas Penataan Umum dan Tata Ruang
Penetapan agenda pembangunan monumen a-qur’an dikawasan alun-
alun_berhubungan dengan penataan tata ruang publik.sehingga.program ini
ditanggungjawabkan kepada dinas DPU TARU karenainstans inilah yang
berhubungan langsung dengan teknis dilapangan.
“DPU TARU adalah dinas yang menjadi leading sektor dari adanya
program pembangunan ini dan disanalah desain serta teknis
pembangunan dirancang secara penuh bersama dengan konsultan yang
telah dipilih” (Kuncoro, 2024).
7. Dinas Perdagangan
Pemerintah kabupaten pekalongan periode 2020-2026 menyepakati
program pembangunan monumen al-qur’an atas tujuan jangka panjang yang

mengarah ke sektor ekonomi sehingga dinas perdagangan jugaterlibat dalam

proses diskusi kebijakan. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak



Widi bahwa Pemkab sedang mengupayakan adanya pemerataan
pembangunan untuk percepatan pertumbuhan perekonomian kabupaten
pekalongan. Peran dari dinas ini terfokus dengan pembahasan atas penataan
para pedagang yang telah ada dan yang nantinya akan ada sehingga tujuan
akan program ini bisa dicapai.

“Desain pembangunan atas:penataan kawasan alun-alun kajen sdlain

tentang monumen al-qur’an nantinya juga akan dibangun pertokoan

yang rapih layaknya d Kota Jogj karena mimpi kami adalah demikian”

(Kuncoro, 2024).
. DinasKoperasi dan UM KM

Keterlibatan instansi ini dalam proses perumusan adalah pembacaan
keadaan |okasl yang terfokus dengan keberadaan UMKM. Sesuai pernyataan
dari Bapak Wahyu bahwa pusat UMKM yang dibangun di \Wonopringgo
telah mati tota sehingga pemerintah berencana untuk membangun pusat
UMKM kembali namun berlokasi disekitar kawasan alun-alun. Makadengan
ini- dinas koperasi dan UMKM menjadi perangkat daerah yang ikut teribat
dal am proses perumusan kebijakan.
. Dinas Perhubungan

Berdasarkan pernyataan dari Asisten 2 Bupati bahwa keterlibatan dinas
perhubungan terhadap proses diskusi adal ah terkait dengan pembacaan situasi
yang terfokus pada lalu lintas dan kemacetan yang akan terjadi saat proses
pembangunan maupun saat bangunan sudah ada. Kawasan alun-alun yang
menjadi pusat keramaian dan berkumpulnya masyarakat telah menimbulkan

kemacetan sehingga dalam proses diskus terkait desain penataan alun-alun

melibatkan DISHUB.



“Fungsi dari alun-alun sendiri memang untuk tempat berkumpulnya
masyarakat. Dahulu mungkin masih sedikit yang berkumpul disini
namun ketika program ini dijalankan prediksi kami kemacetan akan
terjadi karenaaun-aun telah memilki dayatarik sehingga pasti banyak
pengunjung yang datang dan bisa mba sanah lihat sendiri setiap
weekend terkhusus minggu alun-alun padat pengunjung” (Kuncoro,
2024).

10. Dinas Lingkungan Hidup

11.

Salah satu hal yang menjadisdiskusi panjang saat penetapan agendaini
adalah terkait dengan perubahan struktur lahan alun-alun yang dirubah
menjadi lahan yang penuh bangunan bukan lahan hijau seperti dahulu. Selain
itu menurut penuturan dari Bapak Wahyu peran dari LH juga mendiskusikan
tentang sumber dayalistrik, keberadaan taman, bahkan keadaan tanah dialun-
alun juga menjadi titik fokus diskus dari dinas lingkungan hidup.

Dinas Pariwisata

Hadirnya program pembangunan monumen al-qu’an yang tujuannya
adalah untuk menciptakan icon serta memunculkan. daya tarik agar banyak
pengunjung yang datang adalah hal yang sudah dipahami bersama oleh
seluruh perangkat daerah yang terlibat (Bapak Hasbi). Sehingga dengan ini
dalam pembuatan desain untuk pelaksaan difapangan diperlukan peran dari
dinas parwisaia. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh perwakilan dari
Dinas Penataan dan Tata Ruang yang mengatakan bahwa mereka
membutuhkan diskusi sangat intens dengan Dinas LH dan Dinas Pariwisata
guna memaksimalkan atas program yang sudah disepakati langsung bersama

Bupati.
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12. Kementrian Agama Kabupaten Pekalongan

Pemilihan atasicon yang dibangun oleh pemerimtah sesuai hasil diskus
adalah hal yang sgaan dengan ciri kabupaten pekalongan yang dikenal
dengan sebutan kota santri. Sehingga dengan hal ini pembuatan desain atas
bentuk a-qur’an, ayat yang akan ditampilkan serta ukiran dan ukuran dari
bentuknya menjadi diskusi panjang bersama kementrian agama kabupaten
Pekalongan.

“Kemarin saat pelaksaan pembangunan sempat terjadi kesalahan

penulisan ayat yang ditampilkan di monumen a-qu’an itu sehinngga

pihak yang berperan dan bertugas dalam hal ini adalah lembaga

Kementrian Agama yang sang mengajak pihak MUI” (Haryanto, 2024).

Berdasarkan pemarapan diatas maka penditi dapat menyimpulkan
bahwa aktar yang terlibat dalam proses perumusan agenda pembangunan
Monumen Al-Qu’an Kabupaten Pekalongan hanya bersumber dari unsur
kepemerintahan tanpa adanya campur tangan pihak swasta bahkan
masyarakat. Pada hal ini puladapat disimpulkan bahwa peran Bupati selaku
pemimpin pada lingkup daerah sangat berpengaruh terhadap penetapan
agenda publik dan hal ini pula yang terjadi di Kabupaten pekalongan.
Layaknya seorang pemimpin, ketika Bupati menginginkan suatu hal maka
para perangkat daerah dan Pegawa dibawahnya akan membantu dan
menduukung keinginannya. Namun meskipun demikian, bukan berarti ide
yang ada langsung ditelan mentah-mentah, karena berdasarkan rangkuman
wawancara peneliti saat dilapangan dapat ditemukan fakta bahwa seluruh

aktor yang terlibat dalam proses perumusan selalu menjalankan tugas dan

kewagjibannya sesuai dengan posisinya masing-masing. Dan hal lain yang
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menarik dari penetapan agenda ini adalah kebijakan publik yang sifatnya
hadir untuk rakyat ternyata dapat |ahir dan hadir tanpa persetujuan dari pihak
masyarakat.
D. Proses Perumusan Pembangunan Monumen Al-Qur’an
Pembangunan monumen al-qur’an yang menggunakan dana APBD secara
penuh telah menjadi agenda besar bagi Pemkab Pekalongan pada tahun 2021.
Berdasarkan hasil wawancara peneliti terhadap informan telah ditemukan hasil
bahwa proses perumusan agenda ini hampir berjalan selama satu tahun penuh.
Selama tahu tahun ini ada beberapa tahapan diskusi yang berjalan selama 2-3
kali disetiap bulannya mulai dari Juli 2021 hingga juli 2022 (Bapak Hashi).
Berikut tahapan proses perumusan kebijakan terhadap program pembangunan
monumen al-qur’an dalam penataan kawasan aun-alun kajen kabupaten
pekalongan yang tel ah peneliti temukan :
1. Renyusunan Agenda
Setelah Bu Fadiaresmi menjadi Bupati Pekal ongan periode 2020-2026
maka kepemerintahan resmi menjadi milik beliau bersama seluruh perangkat
daerah dibawahnya. Langkah awal yang difakukan oleh jgaran pemkab
adal ah dengan langsung mengadakan rapat untuk membuat RPIMD. Produk
inilah yang menjadi pegangan bagi Pemkab untuk menjaankan
kewagjibanmya sebagai pemangku kebijakan (Haryanto, 2024). Penentuan
vis, misi, langkah dan gambaran umum keadaan kabupaten pekalongan

semuanya tertuang dalam RPIMD yang telah dirancang bersama.
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Menindaklanjuti RPIMD tentang rencana pemerataan pembangunan
infrastruktur publik, maka Setda mengundang beberapa perangkat daerah
untuk membahas terkait rencana penataan kawasan alun-alun kabupaten
pekalongan. Rapat ini dipimpin langsung oleh Ibu Bupati dan beliau pula
yang menjelaskan maksud atas ide yang disampaikan dimana bahwasannya
menurut Bupati sudah saatnyarPemkab Pekalongan menata ulang kawasan
alun-alun sebagaimana yang dilakukan oleh pemerintah di daerah lain. Hal
ini disebabkan karena menurntnya |con daerah adalah pembangunan yang
akan berdampak panjang pada peningkatkan perekonomian dari banyak
sektor (Haryanto, 2024). Atas persetujuan dari seluruh aktor yang hadir dalam
diskusi maka permasalahan ini menjadi prioritas yang kemudian dimasukan
ke agenda publik pada periode 2020-2026.

. Formulasi [Kebijakan

Setelah. ide yang disampaikan oleh Bupati diterima dan. dimasukan ke
agenda publik maka langkah selanjutnya adalah terkait pembuatan Perda.
Pembuatan produk ini ditugaskan kepada badan daerah BAPPEDA
LITBANG Kabupaten pekalongan. Selain ituu hal yang dilakukann oleh
lembaga eksekutif adalah dengan membuat Feasible Sudy (FS), Detail
Engineering Desain (DED), desain 3D serta RAB. Kemudian seluruh
dokumen tersebut hasiinya didiskusikan ulang dengan pihak Bupati yang
kemudian dipresentasikan dengan pihak DPRD untuk mendapatkan masukan
dan keputusan atas rencana pembangunan yang telah dibuat oleh lembaga

eksekutif (Sumarrosul, 2024).
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3. Adopsi Kebijakan

Setelah pihak aktor dari eksekutif selesai menyiapkan seluruh dokumen
atas agenda penataan kawasan aun-alun. Kemudian data yang ada
dipresentasikan dan didiskuikan dengan pihak DPRD kabupaten pekal ongan.

“Saat diskusi pertama, kami sempat menolak dan mengkritisi atas

penyusunan agenda ini. Karena menurut kami disituasi seperti ini,

Pemkab belum waktunyauntuk mempercantik kawasan alun-alun. Ada

hal lain yang lebih/penting«seperti jalan yang rusak misalnya”

(Sumarrosul, 2024).

Proses diskusi perumusan kebijakan hingga mencapai keputusan
pengadilan untuk pemberian izin dalam melaksanakan agenda ini hampir
berjalan sdlama satu bulan. Beberapa hal yang menjadi keputusan dalam
proses diskusl ini adalah penataan kawasan aun-alun dibagi menjadi 4 tahap.
Hal ini disesuaikan dengan ketersedian APBD di kabupaten pekalongan.
Pelaksanaan atas 4 tahap ini disesuaikan dengan skala prioritas dimana
pembangunan.tahap pertama adalah pembangunan.monumen al-qur’an,
keduataman alun-alun, ketiga penataan trotoar sekitar alun-alun dan keempat
adal ah penataan PKL (Sumarrosul, 2024).

4. Implementasi Kebijakan

Setelah agenda disepakati olen pinak DPRD Kabupaten pekalongan.
Kemudian untuk pelaksanaan dilapangannya dipegang penuh oleh DPU
TARU dan Dinas Lingkungan Hidup. Pemilihan kedua instansi ini sesuai

dengan tugas dan kewgjiban masing-masing. DPU TARU berperan untuk

melakukan pengawalan serta pengawasan pekerjaan yang dilakukan saat
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pembangunan dan Dinas LH terfokus pada perannya untuk melakukan
penjagaan atas keberadaan taman disekitar alun-alun kabupaten pekal ongan.

Seluruh tahapan diatas telah berjalan sesuai dengan hierarki yang ada
di struktural kepemerintahan kabupaten pekalongan. Namun hal yang harus
digaris bawahi terhadap proses perumusan agenda ini adalah keterlibatan
masyarakat yang tidak ada menjadikan kebijakan publik ini terlihat tidak
sempurna. Hal ini disebabkan karena masyarakat adalah sasaran utama
terhadap adanya: agenda-agenda. publik. Mereka inilah yang akan
mendapatkan dampak balk maupun buruknya.  Sehingga dengan ini,
seharunsya pemerintah kabupaten melibatkan, unsur masyarakat saat
mel akukan pengambilan keputusan atas pengadaan agenda publik. Hal ini
dimaksudkan agar adanya ketersalingan antara pemangku kebijakan dengan
penerima Kebijakan dan dengan inipula keharmonisan dimasyarakat akan
dapat terwujudkan.

Kemudian hal lain yang menarik dari proses perumusan kebijakan ini
adalah bahwasanya hingga pada tahun 2024 proses perumusan kebijakan
masih stagnan pada empat tahapan dan menyisahkan satu tahapan formulasi
yaitu penilaian kebijakan. Hal ini dikarenakan proses penataan kawasan alun-
alun yang belum sepenuhnya selesai, karena penataan pembangunannya
direncanakan berjalan dengan empat tahap dan saat ini hanya baru berada
pada pembangunan tahap kedua.

Selain itu, melaui hasil wawancara yang mendalam oleh peneliti

dengan narasumber dapat disimpulkan pula bahwa dalam proses perumusan
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kebijakan ini hadir atas ide dari Ibu Bupati Fadia Arafig yang mendapat
dukungan penuh dari pegawa dibawahnya dan bukan dari masyarakat.
Sehingga dengan ini dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik ini bersifat
tumpul kebawah yaitu dari pemilik jabatan ke masyaralat |uas.
E. Tujuan Pembangunan Monumen Al-Qur’an
Pembangunan monumen yang. menjadi bagian dari penataan kawasan
alun-alun kabupaten pekal ongan tentunya memiliki tujuan yang telah disepakati
oleh pemerintah kabupaten pekalongan. Berdasarkan wawancara yang
mendalam oleh/peneliti dengan beberapa narasumber. telah ditemukan hasil
bahwa pembangunan monumen al-qur’an memiliki dua tujuan yaitu :
1. Pembangunan | con Kabupaten Pekalongan

Proses pemindahan pusat kepemrintahan Kabupaten Pekal ongan yang
diawali dengan peresmian penggunaan gedung sekretariat daerah kabupaten
pekalongan.di_ Kajen terjadi pada tanggal 25 agustus.2001. Memasuki tahun
2021, maka kajen telah menjadi pusat pemerintahan kabupaten selama 20
tahun. Hal ini pula yang menjadi dasar bahwa kin | sudah waktunya
kabupaten pekalongan harus memiliki’ ciri khas daerah atau Icon daerah
layaknya daerah-daerah lain (Kuncoro, 2024).

Sesual pernyataan dari Dinas Penataan Umum dan Tata ruang bahwa
keberadaan alun-alun yang hanya sebatas | apangan kosong sudah dinilai tidak
relevan oleh Pemkab. Kemudian posisi luas tanah aun-alun kaen yang
sangat luas hinggamencapai 4,7 hektar mendukung atas adanya usulan untuk

dilakukan pembangunan Icon bagi Kabupaten Pekalongan. Hal ini
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disebabkan karena sudah puluhan tahun kabupaten pekalongan terasa
tertinggal dengan kota dan daerah lain sehingga pada masa kepemerintahan
era Bu Fadia Arafig, Pemkab siap untuk mengal okasikan dana APBD yang
ada untuk membuat Icon Kabupaten demi pembangunan dengan jangka
panjang (Kuncoro, 2024).

Pengambilan keputusan terhadap bentuk icon yang berupa Monumen
Al-Qur’an ini sejalan dengan sejarah yang mengatakan bahwa kabupaten
pekalongan adalah kota santri (Asidig, 2024). Sehingga dengan demikian
dapat disimpulkan bahwa pembangunan monumen al-qu’an adalah agenda
pemkab untuk meningkatkan dayatarik dan untuk mendukung branding yang
telah ada bagl kabupaten pekalongan itu sendiri.

. Pertumbuhan Ekonomi

Sesual pernyataan dari Asisten 2 Bupati Bidang Pembangunan dan
Perekonomian, Kabupaten Pekalongan bahwasanya.segala. pembangunan
infrastruktur yang dilakukan oleh Pemkab selalu meengarah ke sektor
ekonomi maka begitupula yang terjadi dengan pembangunan monumen al-
qur’an. Adanya agenda ini selain untuk membangun Icon ciri khas daearah
adalah untuk sebagai langkah yang diambil untuk melakukan percepatan
pertumbuhan ekonomi di kabupaten pekalongan. Maksud dan tujuan yang
juga menjadi alasan atas agenda ini adalah dengan adanya rencana terhadap
penataan PKL dan pengadaan UMKM di sekitar lokasi alun-alun (Kuncoro,
2024)Sehingga dengan demikian inilah yang dimaksud dengan tujuan jangka

panjang terhadap pembangunan yang dilaksanakan.
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“Saat ini pembangunan penataan kawasan alun-alun baru berada pada

tahap kedua dimana baru pembangunan monumen dan taman. Masih

ada dua tahap lagi yang akan dilakukan oleh Pemkab yaitu terkait
perbaikan jalan trotoar disebelah timur, barat dan utama serta
pembangunan toko/ruko untuk penertiban PKL dan UMKM yang ada

di kabupaten pekalongan” (Asidiq, 2024).

Pada tahun 2024 proses pembangunan penataan kawasan aun-alun
memang sudah bisa dikatakan selesai. Bahkan saat ini setelah adanya
monumen dan taman-tamanyang dibangun oleh Pemkab berhasil menambah
daya tarik aun-alun.bagi masyarakat sekitar. Hal ini sesuai dengan yang
disampaikan oleh ibu Arum selaku pedagang kaki lima dan bu Rini selaku
pedagang hakso kuah disekitar lokasi yang mengakui bahwa pendapatan
mereka semakin bertambah setelah adamya penataan kawasan aun-aun.
Bahkan tingkat mobilitas dialun-alun yang dahulu hanya sampai dijam 10 kini
hingga berada pukul 2 pagi masih ada pengunjung yang suka bersantai alun-
alun (Rini & Arum, 2024).

Berdasarkan pernyataan seluruh .narasumber diatas maka dapat
dismpulkan bahwa tujuan dari penetapan agenda ini adalah untuk
membangun icon ‘dan ciri khas kabupaten pekalongan sebagai kota santri
sekaligus untuk pemerataan pembangunan dengan jangka panjang yang akan
berdampak pada peningkatan perekonomian khususnya pendapatan
masyarakat sekitar. Pemilihan icon yang berupa Monumen Al-Qu’an adalah
hal yang terkesan salah tapi tidak salah dan benar tapi tidak sepenuhnyabenar.
Hal ini dikarenakan pemilihan Icon Al-Qur’an sudah sejalan dengan sgjarah

yang ada yaitu kabupaten pekalongan yang dikenal dengan sebutan kota

santri. Namun meskipun dengan demikian, pemilihan Icon yang berbentuk
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seperti kitab Al-Qur’an ini dapat menimbulkan masalah baru, karena di
kabupaten pekalongan tidak 100% beragamaislam dan hal ini dapat terkesan
mengesampingkan masyarakat yang memeluk agamalain. Tetapi dari hal ini,
peneliti dapat menyimpulkan bahwa sikap toleransi antar beragama yang ada
di kabupaten pekalongan ternyata cukup besar karena setelah peresmian
pembangunan monumen hingga saat ini tidak ada masyarakat non muslim
yang mengkritisi atas halitersebut.

Selain itu, tujuan pemkab yang menginginkan dengan adanya
pembangunan Ini akan berdampak pada sektor perekonomian juga sudah
sedikit menunjukan hasil. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya jumlah
pengunjung yang dari hari ke hari semakin mengalami peningkatan terutama
pada setiap hari sabtu dan minggu. Sehingga dengan ini berdampak pula
terhadap tingkat mobiltas yang semakin meningkat serta sejalan dengan
adanya peningkatkan pendapatan pedagang kaki lima.disekitar. aun-aun.

Fenomena tentang peningkatan perekonomian akibat daya tarik aun-
alun sebagaimana diatas sesual dengan perintah dari Allah Swt yang tertulis

pada ayat Al- Jumuah (10) .
WSS BT Lad o AT (20T (3 4y eils s3Lall ol 16

“ Maka jika selesai salat, maka bertebaranlah kamu sekalian di bumi
dan mencari dari keutamaan Allah. Dan ingatlah Allah sebanyak-
banyaknya supaya kalian beruntung” (QS al Jumu’ah 10).



Avyat tersebut mengandung perintah supaya bertebaran di muka bumi.
Maksudnya adalah mencari rizgi yang halal sehingga ekonomi bisa bangkit.
Hal ini sesuai dengan fenomena yang terjadi pada pembangunan monumen
al-quran di aun-alun kajen yang memiliki sifat pembangunan berkelanjutan.
Bahwa semenjak adanya pembangunan ini banyak masyarakat yang
membuka usaha secara halal yaitu.dengan berjualan disekitar lokasi sehingga

dengan ini dapat membangkitkan perekonomian kehidupan mereka.



BAB V
PENUTUP
A. Simpulan

1. Aktor yang terlibat dalam proses perumusan pembangunan monumen al-
qur’an berjumlah 12 aktor. Seluruh aktor ini berasal dari sebelas lembaga
eksekutif (Bupati, Sekretariat Dagrah kabupaten Pekalongan, Asisten Bupati
Bidang Perekonomian dan Pembangunan, BAPPEDA LITBANG Kabupaten
Pekalongan, DPU.TARU, DinasLH, Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi dan
UMKM, Dinas Perhubungan, Dinas Pariwisata, Kementrian Agama), satu
lembaga legislatif (DPRD Kabupaten Pekalongan) tanpa adanya unsur aktor
lain.

2. Pembangunan monumen al-qur’an adalah sebagian dari agenda publik yang
berada pada program penataan kawasan alun-alun kabupaten pekalongan.
Agenda.inilahir dengan menggunakan empat tahapan penyusunan kebijakan
publik yaitu penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adops kebijakan, dan
implementasi  kebijakan dengan menyisakan satu tahapan yaitu tahap
penilaian kebijakan. Hal ini dikarenakan hingga tahun 2024 pembangunan
penataan kawasan alun-alun kabupaien peka ongan masih terus berjalan dan
ada 2 tahapan pembangunan yang belum diselesaikan.

3. Pembangunan monumen a-quran memilki dua tujuan yaitu untuk
menciptakann Icon Kabupaten Pekalongan sebagai daya tarik dan
meningkatkan pertumbuhan perekonomian. Selama pasca peresmian

penataan kawasan alun-alun pada tahun 2023, kini kedua tujuan tersebut
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sudah bisauntuk dikatakan tercapai. Peningkatan jumlah pengunjung, jumlah
pedagang kaki lima, tingkt mobilitas terus bertambah dari hari ke hari
sehingga hal ini cukup menjadi bukti bahwatujuan pemkab dalam pengadaan
agendaini telah terwujud.

4. Pembangunan ini telah sesuai dengan unsur pembangunan syariah yaitu
pembangunan dengan bersifat “berkelanjutan yang berdampak kepada
terbukanya peluang dalam mencari rizgi yang hala sesuai dengan QS. Al
Jumuah 10.

B. Saran

1. Peneliti selanjutnya diharapkan mencari dan mengkgi |ebih banyak data dari
seluruh narasumber yang terlibat dalam proses perumusan kebijakan agar
hasil penelitiannyalebih dalam dan lebih baik lagi.

2. Pendliti selanjutnya diharapkan melebarkan pencarian data ke lingkup
masyarakat....umum, organisasi  kepemudaan,....alaupun.. organisas
kemasyarakatan untuk mendapatkan data yang lengkap agar hasil
penelitiannya | ebith sempurna.

3. Penditi selanjutnya diharapkan melebarkan pencarian data ke lingkup
perguruan tinggi disekitar lokasi untuk melihat keterlibatan unsur akademisi

dalam penyusunan kebijakan agar hasil penelitiannyalebih baik lagi.
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Lampiran 1
Daftar Pertanyaan Wawancara

Tentang Gambaran Proses Perumusan Kebijakan
Terhadap Aktor Kepemerintahan

. Kapan kebijakan pembangunan Monumen ini mulai didiskusikan?

. Bagamana peran instans Bapak/lbu dalam penetapan agenda
pembangunan ini?

. Kapan pertama kali instans Bapak/Ibu mendapat undangan rapat dari

diskusi agendaini?

. Berapalama proses diskusi penetapan agendaini berlangsung?

. Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu mengenai & ur diskusi dan alur penetapan
agenda yang telah berlangsung dari kebijakan publik ini?

. Ha apa yang sempat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan
keputusan pembangunan Monumen al-qur’an?

. Hal apa yang menjadi alasan sehingga agenda ini disepakati oleh pihak
instansi Bapak/Ibu?

. Bagaimanaalur jalan dari proses diskusi dalam penetapan agendaini?
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N o ok

Daftar Pertanyaan Wawancara
Tentang Tujuan Perumusan Kebijakan

Terhadap Aktor Kepemerintahan

Apatujuan jangka pendek dari pembangunan Monumen al-qur’an ini?
Apatujuan jangka panjang dari pembangunan Monumen al-qur’an ini?
Bagai mana proses pengel ol aanmyang akan dilaksanakan terhadap Monumen
ini?

Masal ah apa yang ingin diselesi kan dari. penetapan agendaini?

Siapa sasaran uatamadari penetapan agenda pembangunan ini?

Bagai mana harapan Bapak/Ibu setel ah adanyaM onumen ini?

Langkah apa yang dilakukan oleh pihak ‘pengelola untuk mewujudkan
harapan tersebut?

Jika harapan tersebut tidak tercapai,apa yang akan dilakukan oleh pihak
pengelola?
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IS

Daftar Pertanyaan Wawancara
Terhadap Aktor Non — Kepemerintahan

Apakah pihak masyarakat pernah dilibatkan oleh Pemkab Pekaongan
dalam penetapan agenda publik?

Apakah saudaral/i pernah dilibatkan oleh Pemkab Pekalongan dalam
penetapan agenda publik?

Apakah saudara/i memahami alur perumusan kebijakan publik?

Apakah saudarali tahu bahwa masyarakat adalah salah satu elemen yang
harus ada dalam perumusanrkebijakan publik?

Apamanfaat dari keberadaan pembangunan ini?

Apadampak dari keberadaan Monumen al-quran ini?

Bagaimana tanggapan saudarali terhadap pembangunan Monumen al-
qur’an di alun-alun kajen ini?
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Lampiran 2
Transkip Wawancara
Jawaban Informan Wawancara Asisten 2 Bupati Pekalongan
Bidang Perekonomian dan Pembangunan
Terhadap Aktor Dalam Perumusan Kebijakan

Ide pembangunan ini berasal dari Ibu Bupati Pekalongan periode 2020-
2026.
Saat menyetujui gagasan tersebut karena sudah saatnya aun-aun
pekal ongan memang harus dipercantik.
Perangkat Daerah yang terlibatspada saat perumusan pembangunan ini
diantaranya, Bupati, DPU TARU, Dinas LH, Dinas Pariwisata, Dinas
Perdagangan, Dinas/Koperasi dan' UMKM. Dinas Perhubungan, DPRD,
MUI Kabupaten Pekalongan, dan sayaselaku unsur dari sekretariat daerah.
Seluruh perangkat daerah yang ada menyetujui ide dari 1bu Bupati.
Tidak ada pihak yang menolak gagasan |bu.
Rapat perumusan dipimpin langsung oleh Ibu dan beliau pula ynag
menjelaskan secara detail tentang keinginannya yang kemudian
didiskusikan bersama Perangkat Daerah yang hadir.
Saat perumusan kebijakan, rapat hanya dilakukan bersama para Perangkat
Daaerah seperti yang tadi saya sebutkan.
Perangkat daerah yang bertanggungjawab atas pelaksanaan agenda ini
adalah Dinas DPU TARU.



Jawaban Informan Wawancara BAPPEDA LITBANG Kabupaten Pekalongan
Terhadap Aktor Dalam Perumusan Kebijakan

1. ldeagendaini dari Ibu Bupati Fadia Arafiq.

2. Saya setuju dengan ide tersebut, karena itu ide yang bagus dan sesuai
dengan permasalahan di kabupaten pekal ongan.

3. Banyak pihak yang terlibat seperti dinas perhubungan, MUI dan sebagainya,
namun yang jelas agendaini ditanggung jawabi oleh DPU TARU.

4. Seluruh yang hadir saat rapat menyetujui ide tersebut.

5. Tidak ada pihak manapun yang kontra dengan ide yang ada.

6. Saat rapat penyusunan agendadipimpin langsung oleh Ibu Bupati dan beliau
yanng menjelaska langsung mengenai. i de tersebut.

7. Yang merumuskan -hanya para perangkat daerah yang mendapatkan
undangan rapat.

8. Instans yang.bertanggungjawab adaah DPU TARU.



Jawaban Informan Wawancara Wakil DPRD Kabupaten Pekal ongan
Terhadap Aktor Dalam Perumusan Kebijakan

. Agenda ini merupakan ide yang dibawa oleh lembaga eksekutif yang

kemudian dipresentasikan ke pihak kami.

. Awalnya, kami tidak sepakat dengan ide ini karena menurut kami masih

banyak permasalahan yang harusnya diselesaikan dahulu oleh eksekutif

seperti jalan yang rusak contohnya, namun seiring dengan semakin banyak

waktu dan diskusi di ruang rapat, kami akhirnya menyetujui adanya agenda

pembangunan ini dengan banyak pertimbangan.

. Banyak pihak yang terlibat,/Seperti pihak Bupati, Setda, Bappeda, Dinas-

dinas yang terkait dan sebagainya

. Seluruh eksekutif sepakat dengan pembangunan ini

. Kami adalah satu-satunya aktor yang awamya tidak sepakat atas ide

tersebut.

. Saat presentasl agenda, hal ini disampaikan langsung oleh sertda dengan

bantuam dari BAPPEDA dan DPU TARU sdaku lembaga yang paling

berpengaruh atas agenda ini.

. Tidak adamasyarakat yang terlibat, namun saat presentasi agenda, lembaga

eksekutif | mengatakan bahwa ini merupakan ide dan gagasan dari

masyarakat.

. Penanggung jawab dari agendaini adalah DPU TARU dan LH.

VI



Jawaban Informan Wawancara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Pekalongan
Terhadap Aktor Dalam Perumusan Kebijakan
1. ldeini berasal dari Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq.

2. Saya sepakat, karena Kabupaten Pekalongan sangat membutuhkan daya
tarik wilayah agar daearah kitaini mudah dikenal dimasyarakat |uas seperti
halnyamenyebut semarang dengan kota tuanya, purwokerto dengan menara
menyalanya begitupun kabupaten pekalongan yang ingin dikenal dengan

monumen al-qur’annya

3. Banyak sekali, seperti Setdays. BAPPEDA, Dinas Koperasi, Dinas
Perdagangan, Dinas Perhubungan, Dinas Pariwisata, Kementrian Agama,

kemudian juga DPRD'tentunya.

4. Sepengetahuan saya seluruh pihak yang terlibat semuanya sepakat dengan

ideini.
5. Tidak ada pihak yang kontra.
6. Yang memimpin rapat penyusunan agendalangsung dari bupatinya.

7. yang terlibat saat rapat penyusunan hanya perangkat daerah yang diundang

oleh Setda

8. Instans yang bertanggung jawab adalah kami dan LH terkait pengelolaan

taman-tamannya.

VIl



Jawaban Informan Wawancara Asisten 2 Bupati Pekalongan
Bidang Perekonomian dan Pembangunan
Terhadap Gambaran Proses Perumusan Kebijakan

. Rapat penyusunan agenda dimulai sgjak tahun 2021.

. Saya berperan untuk mengkoordinasikan perangkat daerah yang terlibat
dalam proses perumusan kebijakan.

. Kami menyebar undangan rapat perdana pada bulan juli 2021.

. Proses diskusi hampir berjalan selama satu tahun penuh.

. Proses perumusan sudah .sebagaimana mestinya dan seluruh herarki
struktural kepemerintahan di kabupaten pekaongan telah menjalankan
tupoksi nya masing-masing.

. Hal yang menjadi bahan pertimbangan adalah terkait daya tarik kabupaten
pekalongan, velue kabupaten yang dikaitkan dengan julukannya sebagai
kota santri’ Selain itu juga adalah terkait dengan pertumbuhan ekonomi
yang akan hadir seiring dengan meningkatkan hubungan sosial disekitar
alun-alun,

. Jangka panjangnya adalah pertumbuhan perekonomian dan velue
kabupaten, kedua itu adalah alasan yang mendasar sehingga agenda ini
dijalankan.

. Agenda ini adalah kelanjutan dari RPIMD yang telah kami susun, dari
sinilah agenda ini hadir atas ide bupati yang kemudian didiskusikan dengan
perangkat daerah terkait serta kemudian dipresentasikan kepihak legidlatif.

VIl



Jawaban Informan Wawancara BAPPEDA LITBANG Kabupaten Pekal ongan
Terhadap Gambaran Proses Perumusan Kebijakan

1. Perencanaan dilakukan dimulai padatahun 2021, tepatnya bulan juli.

2. Selamarapat berlangsung, lembaga kami hanya berpedoman dengan Perda
RT/RW serta RPIMD karena kedua hal itulah yang selalu menjadi patokan
awal kami dalam mendiskusikan sebuah program atau kebijakan

3. Bulanjuli 2021.

4. Perencanaan dari nulan 2021 sedangkan pembangunan ditahun 2022, berarti
hampir 1 tahun.

5. Alur diskus sudah sesuai. Semua yang terlibat bertugas sesuai bidangnya
masing.

6. Saat diskus agendaini yang menjadi diskusi. panjang adalah terkait teknis
dilapangannya.

7. Agenda ini disepakati pihak kami dengan alasan karena program segjaan
dengan RPIMD dan ini adalah agenda yang memiliki jangka panjang yang
bagus.

8. Diskus perencanaan ini berjalan seperti biasa. Kami rapatkan, kami
diskusikan, semua perangkat daerah memiliki tugas masing-masing dalam
menyusun agenda ini yang tentunya kemudian setelah selesai kami
presentasikan ke pihak legidlatif.



s

Jawaban Informan Wawancara Wakil DPRD Kabupaten Pekal ongan
Terhadap Gambaran Proses Perumusan Kebijakan

Proses diskusi yang dilakukan oleh eksuktif sejak bulan juli 2021.

Kami berperan untuk memberikan masukan atas semua agenda publik yang

menggunakan dana APBD. Hal ini dimaksudkan agar penggunaan APBD

bisa dialokasikan dengan baik dan benar sesuai dengan skala prioritas

permasal ahan dimasyarakat.

Lembaga eksekutif datang ke kami sekitar bulan November tahun 2021.

Proses diskusi dengan kami hampir satu bulan Iebih.

Proses diskusi dengan pihakikami. agak sedikit alot karena menurut kami,

pemkab belum waktunya untuk mempercantik alun-alun. Namun seiring

berjalannyadiskus yang dilakukandengan waktu yang panjang ini Pemkan

menunjukan keseriusannya dan bersedia untuk menerima masukan dari

kami seperti dengan adanya pembangunan yang dibagi dengan 4 tahapan

dengan menggunakan skala priortas.

Hal yang menjadi bahan pertimbangan sehingga agenda ini disepakati

diantaranya adalah maksud dan tujuannya yang memang baik. Kemudian

manfaat sosial yang sangat menjanjikan, serta hal ini dapat berdampak ke

pertumbuhan perekonomian sekitar lokasi.

Seluruh bahan pertimbangan tadi adalah asalan mengapa kami menyepakati

agendaini.

Proses penyusunan sudah berjalan dengan baik. Seluruh elemen yang ada

telah terlibat dan ini telah sesuai dengan sebaga mana mestinya.



Jawaban Informan Wawancara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Pekalongan
Terhadap Gambaran Proses Perumusan Kebijakan
Bulan juli 2021.

=

2. DPU TARU bertugas sebagai tim teknisi sekaligus mengawal proses

pekerjaan dan pembangunan.
3. Kami mulai mengikuti rapat ini semenjak bulan juli 2021.

4. Proses diskusi hampir berjalan satu tahun, mulai dari juli 2021 hingga

pembangunan dilaksanakan pada juli 2022.

5. Prosesdiskusi berjalan cukup lama. Pada setiap bulannya kami hampir 2-3

kali selalu melakukan rapat penyusunan agendaini.

6. Hal menjadi bahan pertimbangan adalah kabupaten pekalongan memang
terlihat tidak memliki daya tarik seperti dikota/kabupaten lain. Selainitu pe
dari monumen a-gur’an pun sempat didiskusikan dengan sangat lama,
karena hal tersebut ada kaitannya dengan kitab a-gur’an maka disini kami

juga melibatkan dari kementrian agama.

7. Kabupaten peka ongan memang membutuhkan daya tarik dan icon daerah
untuk meningkatkan branding di masyarakat luas dan hal ini berdampak
pada pertumbuhan perekonomian masyarakat sekitar. Maka kedua hal ini

adal ah alasan mengapa pembangunan ini dilaksanakan.

8. Alur diskusi sudah sesuai dengan seharusnya. Kami seluruh perangkat
daerah menjalankan tugas kami sesuai dengan kewenangannya masing-

masing.

Xl



Jawaban Informan Wawancara Asisten 2 Bupati Pekalongan
Bidang Perekonomian dan Pembangunan
Terhadap Tujuan Proses Perumusan Kebijakan

. Tujuan jangka pendek dari pembangunan ini adalah pembuatan icon
kabupaten pekal ongan.
. Sedangkan tujuan jangka panjanganya adalah alun-alun menjadi tempat
berkumpul masyarakat yang dimana dari hal ini akan berdampak pada
sektor ekonomi masyarakat.
. Yang jelas tahap pengelolaan yang harus dilakukan adalah dengan tidak
merusak bangunan yang tel ah ada.
. Permasalahan yang ingin diselesaikan dari penetapan agenda ini adalah
branding dari kabuupaten pekal ongan yang kal ah dengan daerah lain.

Sasaran utama kami adal ah terkait dengan pengadaan infrastruktur publik
dan penataan tata ruang untuk keseahteraan. masyarakat dikabupaten
pekal ongan.
. Harapan kami, pembangunan monumen ini benar-benar berdampak pada
Sisi perekonomian masyarakat sehingga dapat’ membawa manfaat yang
baik.
. Terkait pengel olaan dilapangan, itu adalah tugas dari DPU TARU.
. Tentunyamemperbaiki bagian-bagian yang salah jika memang ada.

X1



Jawaban Informan Wawancara BAPPEDA LITBANG Kabupaten Pekal ongan

1

Terhadap Tujuan Proses Perumusan Kebijakan
Tujuan dari pembangunan ini adalah mempercantik alun-alun agar lebih
indah.
Tujuan jangka panjangnya dengan aun-alun semakin bagus dapat menarik
pengunjung yang nantinya berdampak pada sektor perekonomian.
Pengel olaan sepenuhnya menjadi tugas DPU TARU dan LH.
Permasal ahan yang ingin disel esaikan adal ah tentang penataan kawasan tata
ruang khususnya pengadaan infrastruktur publik di kabupaten pekal ongan.
Sasaran utamadari agendaini tentu adal ah keharmonisan masyarakat. Kami
ingin mesyarakat menjadi- nyaman ketika berkunjung dan bermain di sekitar
kawasan alun-alun.
Harapan kami bangunan ini dijaga dengan baik dan dapat dimanfaatkan oleh
masyarakat sebagaimana mestinya.
Untuk pengelolaan tentunya DPU TARU akan menjaga dengan baik.
Ketikaadahal-ha yang rusak dan menimbul kan permasal ahan, kami selaku
pemerintah  kabupaten siap untuk memperbalki agar tujuan dari
pembangunan ini bisa terwujud.

X1



Jawaban Informan Wawancara Wakil DPRD Kabupaten Pekal ongan
Terhadap Tujuan Proses Perumusan Kebijakan

. Tujuan jangka pendeknya adalah menata kawasan aun-alun agar lebih

indah.

. Jangka panjangnya adalah dari hal tersebut, dapat menimbulkan daya tarik

dan meningatkan sosial ekonomi masyarakat sekitar.

. Untuk pengelolaan itu tentunya tugas dari DPU TARU dan LH selaku

pel aksana pembangunan.

. Permasalahan yang ingin diselesaikan adalah peningkatan branding dan

pembuatan icon daerah.

. Sasaran dari pembangunan ini tentunya adal ah masyarakat.

. Harapan saya, pembangunan ini- benar-benar bermanfaat baik untuk

masyarakat kabupaten, minimal untuk parapedagang kaki lima disekitar

alun-alun.

. Menjaga dengan baik dan menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk

sama-samamerawat apa yang sudah disediakan oleh pemkab.

. Kami siap memperbaiki dan melakuka evaluasi jikapembangunan ini gagal

bahkan tidak membawa dampak yang baik bagi masyarakat.

XV



Jawaban Informan Wawancara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Pekalongan
Terhadap Tujuan Perumusan Kebijakan

1. Tujuan jangka pendeknya adalah pembangunan icon kabupaten peka ongan

sebagal kota santri.

2. Tujuan jangka panjangnya adalah peningkatan perekonomian masyarakat

kabupaten pekal ongan.

3. Pengelolaan ini harus dilaksanakan dengan kolaborasi dari seluruh elemen,

baik dari perangkat daerahnya ataupun masyarakatnya.

4. Permasalahan yang ingin diselesaikan adalah menata kawasan alun-alun

agar |lebih indah dan rapih.
5. Sasaran utama kami adalah masyarakat.

6. Harapan kami dengan adanya pembangunan ini kabupaten pekaongan

semakin maj u:

7. Langkah yang dilakukan pengel olaadalah dengan mempermudah perizinan

bagi masyarakat yang ingin membuka usaha disekitar kawasan alun-alun.

8. Jika harapan dari tujuan pembangunan ini tidak tercapai, maka kami siap

melakukan evaluasi atas pembangunan yang tel ah dil aksanakan.
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Jawaban Informan Wawancara |bu Rini (Pedagang Kaki Lima)
Terhadap Aktor, Proses serta Tujuan Perumusan K ebijakan

. Sayasudah 7 tahun disini, tapi setahu sgja, pedagang disini tidak ada yang

digjak untuk diskusi.

. Sayatidak pernah terlibat samasekali dan sayakiraitu adalah tugas mereka

ynag memiliki jabatan mba, misalpun saya digjak diskus juga saya tidak

akan paham soal begituan.

. Sayatidak tahu tentang begitu-begituan .

. Sayatahu, tapi saya bukan rakyat yang dekat dengan para pejabat jadi ya

sayatidak digjak diskusi ituwajar..

. Mempercantik alun-alun/Saja s sepertinya.

. Banyak pengunjung.yang datang dan itu.berdampak pada jumlah pembeli

bagi pedagang kaki lima disni.

. Bangunan monumen berhasil menjadi daya tarik masyarakat sehingga

banyak pengunjung yang datang kesini.
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Jawaban Informan Wawancara |bu Arum (Pedagang Kaki Lima)
Terhadap Aktor, Proses serta Tujuan Perumusan Kebijakan

Seingat saya lapangan disini mulal ditutup pager proyek itu dari bulan juli
2022, tapi saya ya hanya pedagang kecil yang idak pernah digjak diskusi.
Saya sudah berjualan disini hingga 20 tahun lebih, tapi sayatidak pernah
digjak diskusi dan saya juga tidak tahu soal adanya rencana pembangunan
monumen itu mba.
Sayatidak tahu secara menyeluruh
Sayatahu kalau rakyat adalah bagian dari orang yang harusnyaterlibat.
Yang saya rasakan, manfaat dari. bangunan ini untuk menarik perhatian
masyarakat supaya mau berkunjung ke alun-alun.
Pembangunan ini berdampak sekali untuk para pedagang kaki lima disini.
Kemarin saat proses pembangunan banyak pekerja proyek yang disini itu
juga bagian dari tambahan jumlah pelanggan saya. Bahkan karena banyak
para pengunjung yang datang, pendapatan kma semakin bertambah.
Bahkan jumlah pedagangpun semakin bertambah banyak, mereka
berbondong-bondong datang untuk berjualan disni padahal mereka berasal
dari wiradesa, bojong, kedungwuni yang jaraknya lumayan jauh dari alun-
alun.
Ini program yang bagus, tinggal bagaimana terkait keberadaan para
pedagang disini sgja, mau dirapihkan atau memang dibiarkan berceceran
seperti ini.
Mempercanttk alun-alun sajasi sepertinya.
Banyak pengunjung yang datang dan itu berdampak pada jumiah pembeli
bagi pedagang kaki lima disni.
Bangunan monumen berhasil menjadi daya tarik masyarakat sehingga
banyak ppengunjung yang datang kesini.
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